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ABSTRAK
Nama : WhisnuHaibir
NIM : 10500110116
Judul: AnalisisStudiHakAsasiMenurutHukum Islam Dan Undang-UndangNomor
39 Tahun 1999
Penelitaniniberjudul: AnalisisStudiHakAsasiMenurutHukum Islam
danUndang-UndangNomor 39 Tahun 1999. Tujuanpenelitianiniadalah:
1)Untukmengetahuidasar-dasarHakAsasiManusia (HAM) menuruthukumIslam, 2)
UntukmengetahuiHakAsasiManusia (HAM) menuruthukumIslam danUndang-
UndangNomor 39 Tahun 1999.
Jenispenelitianinimerupakankajianpustaka(Library
Research).ObjekdalampenelitianiniialahHakAsasiManusia
(HAM)menuruthukumIslam danUndang-UndangNomor39
Tahun1999.Peyusunanskripsiinimenggunakanpendekatannormatif-
komparatifyaitupendekatan yang ditelitiberdasarkan al-Qur’an danhadits, Undang-
UndangNomor39 Tahun1999 sertasumber-sumber yang dianggaprelevan.Data
dikumpulkandenganmengutipmenyadurdanmenganalisisdenganmenggunakanmet
odekomparatifyaitukeduakonsepHakAsasiManusia (HAM) dalamhukumIslam
danUndang-UndangNomor39 Tahun1999 agar
ditemukanpersamaandanperbedaanyakemudianditarikkesimpulan.
Dari penelitiantersebutdiperolehkesimpulanbahwahak-
hakasasimanusiadalamperspektifhukum Islam adalahHakasasimanusiadalam
Islam yang tertuangsecaratransendenuntukkepentinganmanusia, lewatsyari’ah
Islam yang diturunkanmelaluiwahyu.Hak-hakasasimanusia yang dilindungioleh
Islam ialahhakuntukhidup, Hakkebebasanberagama, Hakataskeadilan,
HakpersamaanHakmendapatkanpendidikan,
hakkebebasanberpendapatsertahakkepemilikan.SedangkandalampandanganUndan
g-UndangNomor39 tahun 1999, HakAsasiManusia (HAM)adalahhak yang
melekatpadahakikatdankeberadaanmanusiasebagaimakhlukTuhanyang
mahakuasadanmerupakananugerah-Nya yang wajibdihormati,
dijunjungtinggidandilindungiolehnegara, hukum, pemerintahdansetiap orang,
demi
kehormatansertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.Sedangkanperbedaanyab
ermuarapadaadadantidakadanyanuansateologis.HakAsasiManusia(HAM)
bernuansateologis, danHakAsasiManusia(HAM)dalamUndang-UndangNomor39
Tahun1999 tidakdemikiantapibernuansa moral
dantidakmendapatimbalandanpahala.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan
manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki
manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu pada dasarnya setiap
manusia memiliki martabat yang sama maka, dalam hal hak asasi mereka harus
mendapat perlakuan yang sama, walaupun kondisi mereka berbeda-beda.
Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia didalamnya
mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan
Tuhannya.1
Wacana tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sesungguhnya telah menjadi
perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan
peradaban dunia demi tercapainya kemuliaan kehidupan manusia.Hal ini
menunjukkan munculnya kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki
kehormatan yang harus dipelihara dan sebagai bagian penting dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.2
Sejak beberapa abad silam, agama Islam telah memberikan sinyal tentang
hak-hak asasi yang ideal bagi umat manusia sebagai institusi keagamaan yang
hadir pada saat terjadi banyaknya ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia
khususnya Arab jahiliyahyang pada saat itu mampu menjadi instrumen penting
1Al-Hakim, S, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia (Malang:
Universitas Negeri Malang, 2012), h. 60.
2Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.7.
2dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masayarakat
dunia.3
Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam
sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan
mulia, oleh karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia
merupakan tuntunan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya
terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.
Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia dan hak
Allah swt. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah
swt.melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun
hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat.Sementara dalam hak
manusia seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak mengelola harta yang
dimilikinya.
Dalam Islam, hak-hak manusia merupakan anugerah tuhan. Berdasarkan
hal ini hak-hak asasi manusia dalam Islam bersifat teosentris, yakni bertujuan
untuk dan bersumber dari Tuhan.Dengan demikian, ekspresi kebebasan manusia
harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, kasih sayang dan persamaan
kedudukan di mata Tuhan.Satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia
lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman
Allahswt.dalam QS. al-Hujurat 49/13:



3 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PT. Dana Bakti
Prima yasa, 1996), h. 119.
3


Terjemahnya:
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu.Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.4
Adanya pengakuan terhadap persamaan dalam Islam juga mencakup
persamaan kedudukan di depan hukum. Islam memberikan kepada umatnya hak
atas kedudukan yang sama dihadapan hukum, artinya setiap orang mempunyai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dengan demikian, setiap orang
juga harus diperlakukan dan diberi sanksi yang sama dalam menjalankan suatu
ketentuan hukum.
Bagi Indonesia sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 diterima oleh
majelis umum PBB, masalah HAM bukan hal yang baru.Dasarnya bangsa
Indonesia telah mengenal dan memahami HAM bahkan sebelum Indonesia
merdeka.Hal tersebut dapat ditelusuri lewat sejarah perjalanan panjang perjuangan
bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati.Misalnya, organisasi Boedi
Oetomo yang memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat dan berpendapat,
perhimpunan Indonesia yang menitik-beratkan perjuangannya pada hak
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yasmina, 2009), h. 517
4menentukan nasib diri sendiri (the right of self-determination), dan begitu juga
organisasi-organisasi yang lainnya.5
Sepanjang perjalanan politik Indonesia, penghormatan dan perlindungan
atas HAM telah mengalami pasang surut, bahkan seringkali berjalan terseok-seok
dan tidak konsisten.Dengan dalil demi “pembangunan ekonomi” yang telah
dicanangkan, HAM kerapkali dilanggar dan tidak lagi berjalan secara sungguh-
sungguh.Karena minimnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan
juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah
HAM tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-hak
asasi individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat
dan martabatyang luhur (human dignity) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal tersebut kemudian memunculkan teriakan perubahan secara
mendasar dalam negara Indonesia guna memenuhi tuntutan demokratisasi dan
concerned pada perlindungan HAM yang merupakan bagian dari global
consciousness.6
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
5Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di
Indonesia (Cet; 1, Bandung: PT. Alumni, 2001), h. 11.
6Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Cet, I; Yogyakarta: Gama
Media, 1999),h.114.
5Dalam Undang-Undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia
ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM),
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi
Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen
internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Materi
Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan
pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan
hak untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak
memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak
atas kebebasan beragama. Selain mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), diatur
pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam
penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Mengingat konsep Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari barat bahkan
klaim etik dan legalnya bersifat universal sehingga dapat diberlakukan secara
universal. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh Negara-negara
yang mayoritas berpenduduk muslim khususnya di Indonesia. Sehingga peneliti
bermaksud melakukan Studi yang berusaha mengungkapkan persamaan serta
perbedaan baik sifat maupun karakteristik Hak Asasi Manusia (HAM) yang
terkandung dalam Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang
6dituangkan dalam judul “Analisis Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut
Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan
masalahpokokyang dibahas yakni: “Bagaimana analisis komparatif Hak Asasi
Manusia (HAM) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999?
Dari masalah pokok tersebut penulis membaginya dalam 2 (dua) sub
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum
Islam?
2. Bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999?
C. Pengertian Judul
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami
maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis menganggap perlu
menguraikan pengertian beberapa istilah pokok dalam kajian ini agar persamaan
dapat diperoleh sebagai kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan
dibahas.Istilah-istilah yang dimaksud adalah analisis, studi, Hak Asasi Manusia
(HAM), hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Analisis                               : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan
penelaahan bagian  itu sendiri serta hubungan antar-
7Studi                                  :
Hak Asasi Manusia (HAM):
Hukum Islam:
bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.7
Kajian, telaah, penelitian.8
Hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang
dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan
martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan
oleh siapapun juga.9
Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku
mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani
kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku
mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.10
D. Kajian Pustaka
Pembahasan ini membahas tentang “Analisis Studi Hak Asasi Manusia
(HAM) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun1999”.Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang
pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku atau skripsi.
Cukup banyak karya-karya yang mengulas wacana tentang Hak Asasi
Manusia (HAM), diantaranya:
7Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Modern (Surabaya: Apollo, 1994), h. 197.
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1990), h. 32.
9Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum (Padang: Angkasa Raya, 1992), h. 51.
10 Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
3.
81. Buku karya Masykuri Abdillah berjudul Demokrasi di Persimpangan
Makna: Respons Intelektual  Muslim Indonesia terhadap Konsep
Demokrasi (1966-1993).11Dalam buku ini menguraikan tentang  respons
muslim Indonesia terhadap prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam
wacana demokrasi dan HAM di Indonesia sebagai sebuah negara yang
mayoritas penduduknya beragama Islam. Buku ini juga mengulas tentang
responnegara-negara Islam terhadap perkembangan demokrasi dan HAM
secara universal.
2. Buku Dekonstruksi Syari’ah; Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan
Hubungan Internasional dalam Islam karya Abdullah Ahmed An-
Na’im.12Di dalam buku tersebut memaparkan beberapa wacana alternatif
terhadap isu-isu penting kemanusiaan modern, seperti penghormatan HAM
yang masih kurang mendapat perhatian secara mendalam oleh Islam.
3. BukuAl-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, karya Baharuddin Lopa
juga mengulas tentang HAM menurut pandangan Islam.13Buku
inimenguraikan tentang doktrin dan nilai-nilai HAM yang diatur dalam al-
Qur’an sebagai sebuahacuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.Hampir sama dengan karya Baharuddin Lopa di atas adalah
buku HAM Menurut al-Qur’an karya Dalizar Putra.14Sedangkan untuk
melihat bagaimana konsep dasar HAM menurut Islam dan aturan-aturan
11Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim
Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 46.
12Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Manusia dan Hubungan Internasional dalam Isla (Cet IV; Yogyakarta,2004),h. 123.
13Baharuddin  Lopa, Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi manusi (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
Prima Yasa, 1996), h. 56.
14Dalizar Putra, HAM Menurut Al-Qur’an (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), h. 81.
9modern dapat ditemukan dalam buku Arkân Huqûq Al-Insân yang
diterjemahkan dengan judul Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia; Studi
Perbandingan  dalam Syari’at Islam dan Perundang-undangan
Modern.15Buku karya Subhi Mahmasani ini membahas tentang sejarah
perkembangan HAM dari periode hukum adat sampai hukum internasional
dan menerangkan tentang kaidah-kaidah Islam yang nampaknya
bertentangan dengan teori-teori kontemporer.
4. Buku Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD
1945karya Muhammad Alim.16Buku ini mengulas tentang adanya prinsip-
prinsip demokrasi dan HAM sejak zaman Rasulullah SAW yang mampu
menciptakan pola kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan menjadi
inspirasi bagi terbentuknya konstitusi modern termasuk Negara Indonesia.
Selain itu, dapatdilihat di dalam buku karya Dede Rosyada dkk yang
berjudul Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.17Didalamnya
mengulas tentang persoalan-persoalan yang signifikan bagi penegakan
demokrasi, HAM dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia.
5. Bukunya Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-
PilarDemokrasi.18Didalamnya menjelaskan bagaimana makna demokrasi
termasuk didalamnya perlindungan HAM terwadahi di dalam konstitusi
15Subhi Mahmasani, Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia; Studi Perbandingan dalam
Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993), h. 72.
16Muhammad Alim, Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945
(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 17.
17Dede Rosyada dkk, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani (Jakarta: Tim ICCE UIN
Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), h. 27.
18Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media,
1999), h. 39.
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dan hukum. Begitu juga di dalam bukunya Amandemen Konstitusi menuju
Reformasi Tata Negara.19Kemudian di dalam buku Hak Asasi Manusia
dalam Transisi Politik20 karya Satya Arinanto, yang menguraikan tentang
konsepsi HAM dan upaya pencarian konsepsi keadilan transisional di
Indonesia dan pengalaman dibeberapa negara lain.
6. Buku karya Majda El-Muhtaj yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam
Konstitusi Indonesia:Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD
1945 Tahun 2002.21Buku tersebut menguraikan tentang konseptualisasi
HAM di dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan
hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Dan
dalam buku Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi
Manusia di Indonesia22karya Bagir Manan dkk yang mengulas tentang
perkembangan pemikiran dan perumusan HAM di Indonesia sejak masa
pergerakan kemerdekaan sampai pada masa reformasi dan hal-hal yang
diatur didalamnya.
7. Skripsi yang membahas tentang HAM antara lain, HAM dalam Prespektif
Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-Nai’m
19Moh.Mahfud MD, Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara (Cet. I;
Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 29.
20Satya  Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik (Jakarta: Pusat Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 71.
21Majda  El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, h.23.
22Bagir Manan, dkk, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di
Indonesia (Bandung : Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), h.
41.
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dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)23yang hanya
menguraikanpemikiran atau pandangan Al-Maududi dan An-Nai’m
terhadap deklarasi universal HAM.
Dengan demikian kajian skripsi ini berbeda dengan karya-karya tersebut
diatas.Penelitian ini akan berusaha mengungkap HAM dalam perspektif Hukum
Islam dan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Objek kajian ini
menitik beratkan pada HAM dalam perspektif Hukum Islam dengan HAM dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan menemukan titik persamaan dan
perbedaan di antara keduanya.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukanlah
pengulangan dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Bahkan penelitian
ini diharapkan dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru yang belum
terungkap oleh peneliti lain.
E. Metodologi Penelitian
1. JenisPenelitian
Penelitianinitermasukpenelitianpustaka(library research),
yaitupenelitian yang sumberdatanyadiambildaribuku-
bukudantulisan.24Sedangkansifatpenelitianiniadalahdeskriptif analisis
komparatif.25
23Nanang  Kosim, “HAM dalam Prespektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-
Maududi dan An-Nai’m dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)”, Skripsi (Yokyakarta: PMH
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002).
24 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.
25 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 47.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang
digunakandalampenelitianiniadalahpendekatannormatif-filosofis,
yaitupendekatanterhadapsuatu masalah yang diteliti yang didasarkanpada Al-
Qur’an danHaditsdan juga UUD 1945 sertasumber-sumber yang
dianggaprelevanuntukmencaridanmengkaji nilai-nilai yang terkandung
didalamnya,
sertamenelusurijugahistorisitasperkembangandanperumusannya.Dalamkaitanya
denganpenelitianinipenyusunberusahaunutkmenjelaskansecaracermatdanmenda
lamtentangnilai-nilai yang tersiratdalamkonsep HAM menurutpandangan Islam
dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999.Dankemudianjugamemperhatikanaspekhistoris (sejarah)
konsepkeduanya.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukandengancaramenelusuriberbagailiteratur
yang berkaitandengankajianini, terutamabuku yang mengkajitentangdasar-
dasar HAM dannilai-nilai yang terkandungdalam HAM menurutpandangan
Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, danjugakarya-karya yang
berkaitandengan hukum danHAM sebagaipenelitianini.
4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data, penyusun akan menggunakan kerangka
berfikir komparatif, yaitu membandingkan pandangan Islam dan Undang-
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Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam hal ini penyusun akan mengkaji
pandangan Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan
latarbelakang yang mempengaruhi antara keduanya, begitu juga sumber dan
dasar pijakan yang melandasi keduanya. Dari situlah penyusun akan
menganalisis keduanya agar dapat diketahui sifat dan bentuk karakteristik serta
persamaan dan perbedaan keduanya.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu:
a. Untuk mengetahui dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) menurut
Hukum Islam.
b. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:
a. Sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum
khususnya mengenai Hak Asasi Manusia dalamIslamdan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun1999.
b. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama bagi
mahasiswa yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan mengenai
Hak Asasi Manusia menurut hukum Islamdan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HAM
A. HAM (Hak Asasi Manusia)
1. Pengertian HAM
Kurniati, dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam menjelaskan pengertian HAM yaitu Menurut bahasa, hak asasi
manusia terdiri dari tiga kata, yakni: “hak” berarti, milik, kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu.1 Hak juga berarti (1) sesuatu yang benar (2)
kepunyaan, milik (3) Kewenangan (4) kekuasaan untuk melakukan sesuatu
karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya (5)
kekuassan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas
sesuatu. “Asasi” berarti bersifat dasar, pokok tindakan itu melanggar hak
manusia.2Hak asai berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu
seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan setra hak-hak lain yang
sesuai.3“Manusia” berarti orang atau mahluk yang berlaku budi.4
Menurut istilah, HAM merupakan statemen empat dasar hak dan
kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini,
1Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1994), h.334.
2Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.60.
3Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Cet.1; Makassar:
Alauddin Press, 2011), h. 19.
4Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.628
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baik laki-laki maupun wanitatanpa membedakan ras, keturunan, bahasa,
maupun agama.5
HAM yang dikemukakan oleh Harun Nasution adalah: tuntutan yang
secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan
melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan-pelayanan
merekaa dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan, yaitu hak asasi
manusia pada dasarnya merupakan suatu hak atau kepunyaan seseorang yang
sama sekali tidak dapat ditarik dari dalam diri seorang.6
Seiring dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Masdar F. Mas’udi: hak
asasi manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada manusia dan tidak ada
ketentuan apapun yang bisa mengurangi dan mencabut hak tersebut. Hak asasi
ini tidak menuntut positivisme, yaitu tidak menuntut keharusan untuk dimuat
dalam undang-undang atau konstitusi.7
Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Martson dari
Komisi Hak Asasi Manusia PBB: Humanrights could be generally defined as
those rights which are inheren in our nature and without which we cannot live
as human being.8
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
Yang Maha Esa Pencipta hak-hak yang bersifat kodrati.Oleh karenanya tidak
5Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 20.
6Harun Nasution dan Bakhtiar Efendy, Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1987), h.19
7Masdar F. Mas’udi, Agama dan Hak Rakyat (Jakarta: Guna Aksara, 1993), h. 45.
8Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, h. 2.
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ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.9Meskipun demikian,
bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya.
Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan
memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar
yang paling fundamental, ialah persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak
dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi
manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Hak asasi manusia dalam pengertian
modern adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada
seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu.10Dengan demikian hak asasi
manusia adalah, suatu hak melekat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk
dinikmati; guna mencapai harkat kemanusiaan.
2. Sejarah lahirnya HAM
Awal dari perhatian internasional kepada hak-hak asasi manusia atau
dari sudut pandang hukum internasional, dapat ditelusuri baik dari perbudakan
maupun peperangan. Jika perjanjian multirateral pertama dianggap sebagai
patokan, maka kepedulian internasional kepada hak-hak asasi manusia sudah
mulai sejak kira-kira seratus dua puluh lima tahun yang lalu.Ironisnya,
perjanjian multilateral pertama mengenai hak-hak asasi manusia timbul dari
9 Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam (Jakarta: Pustaka al –Kautsar, 1996),  h.
179.
10Ramdlon Naning, Cita & Citta HAM di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia, 1983), h. 7.
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peperangan, dan cabang tertua dari undang-undang hak asasi manusia diadakan
untuk melindungi hak-hak asasi manusia.11
Pada hakikatnya hak asasi manusia melekat pada kodrat manusia dan
dimiliki oleh setiap insan sebagai manusia, dimana pun dan kapan pun ia
berada. Namun kenyataannnya, sebagian umat manusia belum begitu
menyadari eksistensi hak-hak asasi manusia.
Membicarakan konsep hak-hak asasi manusia, dapat ditelusuri secara
historis perkembangan konsep itu di negara-negara barat.Ini menunjukkan
bahwa yang memulai mempermasalahkan hak asasi manusia adalah pemikir-
pemikir barat.
Namun demikian bila dikaji lebih jauh, ternyata syari’ah pun telah
banyak mengulas tentang manusia dengan hak-hak dan kewajibannya, ini
berarti syari’at Islam pun telah mengenal hak asasi manusia jauh sebelum
mereka membicarakannya.
Berbagai tempat dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi
MuhammadSAW. memberi penekanan tentang adanya hak-hak asasi manusia
yang bila dibandingkan dengan berbagai naskah, rumusan dan deklarasi, baik
bersifat nasional, regional maupun internasional, jauh lebih lengkap. Hanya
saja, baru dalam perkembangan kemudian, orang mulai membandingkan
konsep-konsep Barat dengan konsep-konsep lain.
Untuk melacak lebih jauh dari mana dan sejak kapan HAM muncul
dalam perspektif sejarah memang agak sulit.Namun demikian, informasi awal
11Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 24.
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yang ada bahwa sejak beberapa abad sebelum masehi, orang sudah mulai
membicarakan HAM. Meliputi antara lain, penghormatan yang sama terhadap
sesama warga, kebebasan yang sama untuk berbicara dan bertemu di depan
umum, dan persamaan di muka hukum. Demikian norma-norma umum yang
telah ditetapkan untuk warga negara Athena klasik.
Norma-norma di atas telah menjadi pembicaraan serius dikalangan para
ahli filsafat Yunani kuno antara lain Plato dan Aristoteles (3 abad SM). Bahkan
ahli hukum Romawi terkenal Cicero (2 Abad SM), pun pernah mengemukakan
bahwa, menurut hukum alam semua manusia adalah sama dan semua manusia
dilahirkan bebas.
Memperhatikan uraian ini, mungkin tidak ada salahnya bila dikatakan,
bahwa, persoalan hak-hak asasi manusia muncul di saat manusia melakukan
aktifitas-aktifitas pergaulan dengan sesamanya. Dalam pergaulan itulah mereka
berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga muncul kemungkinan-
kemungkinan pelanggaran atau bahkan perampasan hak-hak orang lain. Namun
demikian, pandangan ini masih perlu penelitian lebih jauh.12
B. Konsepsi Perumusan HAM
Konstitusi UUD 1945 tidak secara eksplisit memuat definisi hak asasi
manusia. Namun pasal-pasal 18B (2), 27 (2), pasal 28A-J, pasal 32-34 sudah
cukup mengatakan bahwa hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam konstitusi
kita.
12Kurniati, Ham dalam Perspektif Syari’ah dan Deklarasi PBB (Cet.1; Makassar: Alauddin
Press, 2002), h. 43-45.
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Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 UU Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, ukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir N UU Nomor. 21 tahun 2001tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa hak asasi manusia,
yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap
orang sejak saat dia lahir sebagai manusia. Hak-hak tersebut bukan merupakan
suatu hal yang istimewa, yang harus diperjuangkan, dan hak-hak tersebut berlaku
setara bagi setiap orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, etnis,
kekayaan, atau status sosial. Karena disebut sebagai hak, maka tidak dapat
dirampas dari siapapun oleh pemerintah (meskipun dapat dibatasi dan kadang-
kadang terhambat selama kondisi darurat negara).
Sangat penting diingat bahwa hak-hak ini merupakan milik semua orang.
Ini berarti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-
hak orang lain. Selain itu, hak asasi bukanlah pengganti aturan-aturan hukum yang
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telah berlaku dan karenanya setiap orang juga harus menghormati aturan-aturan
hukum tersebut.Sebagai contoh, kenyataan bahwa saya berhak untuk
mengjalankan adat istiadat saya, bukan berarti saya dapat melakukan apapun yang
saya kehendaki. Saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa di saat saya
menjalankan adat istiadat tersebut, saya tidak akan mengganggu hak-hak orang
lain.
Hak asasi manusia secara umum dipahami sebagai hak-hak yang melekat
pada diri seorang manusia.Konsep pengertian hak asasi manusia menghargai
bahwa setiap insan manusia berhak menikmati karunia hak-haknya sebagai
manusia seutuhnya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pandangan politik atau pandangan lain, kewarganegaraan atau asal usul
sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.Hak asasi manusia secara
hukum dijamin dalam hukum hak asasi manusia yang melindungi setiap individu
dan kelompok dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kebebasan
fundamental dan martabat manusia.
Konsep hak asasi manusia muncul dari pemikiran manusia modern
mengenai sifat keadilan, konsep ini tidak muncul dari suatu konsensus yang
berdasarkan antropologi mengenai nilai, kebutuhan, atau hasrat manusia.Seperti
dikatakan Jack Donnely, konsep hak asasi manusia paling baik diinterpretasikan
oleh teori konstruktivis.
Hak asasi manusia bertujuan menetapkan dan menjamin kondisi-kondisi
yang penting bagi perkembangan manusia yang diimpikan dalam satu teori moral
pokok yang khusus mengenai sifat manusia, dengan demikian mewujudkan tipe
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orang itu.Evolusi konsepsi-konsepsi atau daftar-daftar khusus mengenai hak asasi
manusia dilihat dalam teori konstruktivis sebagai akibat dari interaksi timbal balik
konsepsi moral dan konsisi material kehidupan, yang dikandung melalui institusi-
institusi sosial seperti hak.13
13Herizal E. Arifin, “Beberapa Rumusan Hak Asasi Manusia dan Budaya Hak Asasi
Manusia”, Blog Herizal E. Arifin.http://herizal-effendi-arifin.blogspot.com/2011/08/beberapa-
rumusan-hak-asasi-manusia-dan.html (10 September 2014).
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BAB III
KONSEP HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM
A. Al-Qur’an Sebagai Sumber Penerapan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk
kepentingan manusia, lewat syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu.
Menurut syari’ah manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya
adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa
pandang bulu. Artinya, tugas yang diembang tidak akan terwujud tanpa adanya
kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensi tidak terwujud tanpa adanya
tanggung jawab itu sendiri.1
Sistem HAM  dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang
persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesame manusia. Persamaan,
artinya islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang
sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia
lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan
firman Allah Swt dalam QS. al-Hujurat 49/13:






Terjemahnya:
1 M. Luqman Hakim, Deklarasi Islam tentang HAM (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h.
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“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Al-Qur’an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan
yang tinggi terhadap hak asasi manusia.Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama
bagi umat Islam telah melekatkan dasar-dasar Hak Asask Manusia serta
kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut
pada masyarakat dumia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam al-Qur’an, antara lain :
a. Dalam al-Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan
hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surah al-
Maidah ayat 32. Di samping itu, al-Qur’an juga berbicara tentang
kehormatan dalam 20 ayat.
b. Al-Qur’an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan
makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya
dalam surat al-Hujarat ayat 13.
c. Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-
orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan
berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kat-kata ‘adl, qisth
dan qishash.
d. Dalam al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai
larangan memaksa untuk manjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan
22
24
dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh al-kahfi
ayat 29.
Begitu juga halnya dengan sunnah nabi. Nabi Muhammad Saw telah
memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap
HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk
memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terdapat orang
yang berbeda agama, melalui sabda beliau:2
“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah
dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya
di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya denga
tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”
Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam piagam
madinah dan khutbah wada’. Kedua naskah yang berkenaan dengan nabi ini
kemudian menjadi masterpeacenya HAM dalam perspektif Islam.
Piagam madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di
madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun
golongan masyarakat di madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok,
yaitu golongan islam yang terdiri dari golongan anshar dan muhajirin,
golongan yahudi dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas
masyarakat seperti itu nabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan
bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
Prakteknya, nabi saw mempererat persaudaraan muhajirin dan anshar
berdasarkan ikatan akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama,
2 T. Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, Islam dan Hak Asasi Manusia (Semarang:PT.
Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 23
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beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan.Bukti
konkretnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam piagam madinah
tersebut.
Adapun inti dari piagam madinah ini meliputi prinsip-prinsip
persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi agama, perdamaian,
tolong menilong dan membela yang teranianya serta mempertahankan madinah
dari serangan musuh. Berikut adalah subtansi ringkasan dari piagam madinah :3
a. Monotheisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung
dalam mukaddimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir pasal 42.
b. Persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25 dan 37). Dalam pasal-pasal
ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk madinah adalah satu umat.
Hanya ada satu perlindungan, bila orang yahudi telah mengikuti piagam
ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain
itu, kaum yahudi dan orang-orang muslim secara bersama-sama memikul
biaya perang.
c. Persamaan dan keadilan (pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40).
Pasal-pasal ini mengandung perinsip bahwa seluruh warga madinah
berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta
keadilan tanpa pandang bulu.
d. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran
agama mereka sebagaimana juga umat islam bebas menunaikan syari’ah
islam.
3 Eggi Sudjana, HAM Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 89.
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e. Bela Negara (pasal 24, 37, 38 dan 44). Setiap penduduk madinah, yang
mengakui piagam madinah, mempunyai kewajiban yang sama untuk
menjunjung tinggi dan membela madinah dari serangan musuh, baik
serangan dari luar maupun serangan dari dalam.
f. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-
pasal ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan
yang baik da kalangan yahudi harus diakui dan di lestarikan.
g. Supremasi syari’at Islam (pasal 23 dan 24). Inti poko dari supremasi ini
adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan allah
SWT dan sesuai dengan keputusan Muhammad saw.
h. Politik damai dan perlindungan internal serta permasalahan perdamaian
eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini (pasal 15, 17,
36, 37, 40, 41 dan 47).
Khutbah wada’ sampai sekarang sering dikenal sebagai khutbah atau
pidato perpisahan nabi Muhammad saw dengan umat islam seluruh dunia dan
penegasan kesempurnaan ajaran islam yang telah disampaikannya. Padahal
sebenarnya lebih dari itu, khutbah yang bertepatan dengfan pelaksanaan wukuf
di arafah pada tanggal 19 dzulhijjah 11 h itu, terhadap hal lain yang sangat
penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, yaitu komitmen islam
yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. Di mana pada saat itu
nabi saw menyeruhkan:
“Saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian
adalah suci bagi kamu, seperti hari dan bulan suci ini, sampai datang masanya
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kamu sekalian da hadapan allah. Dan kamu menghadap allah, kamu semua
akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu.”4
Di samping pengaturan-pengaturan seperti tersebut di atas, dewasa ini
terlihat adanya usaha-usaha dari Negara-negara islam untuk merumuskan suatu
dokumen mengenai HAM yang islami, artinya mengacu pada Al-Qur’an dan
sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada :
a. Deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia
Deklarasi ini disusun dalam konferensi islam di mekkah pada tahu
1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan
dasar, yaitu keimanan kepada tuhan dan pembentukan tatanan islam. Dalam
pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam
islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa allah swt, dan hanya allah
sebagai hukum dan sumber dari segala HAM.
Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah teksnya memuat
acuan-acuan yang gambling dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang
berasal dari al-qur’an dan sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik
dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah
menurut hukum Islam.5
Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa:
1) Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal
IV a).
4Eggi sudjana, HAM Dalam Perspektif Islam, h. 90.
5 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
h. 498.
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2) Setiap individu dan setipa orang wajib berjuang dengan segala cara
yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini
(pasal IV c dan d).
3) Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai
kewajiban memprotes ketidakadilan (pasal IV b).
4) Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk mentaati
setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang
memerintahkannya (pasal IV e).
b. Deklarasi Cairo
Deklarasi ini dicetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari Negara-
negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran sentral
syari’at islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman interpretasi dari
deklarasi cairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua
pasal terakhirnya yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan
kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari
syaria’at islam, syari’ah islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk
penjelasan dan penjernihan pasal-pasal deklarasi ini (pasal 23 dan 24).
B. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam
Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam antara
lain adalah :
1. Hak hidup
Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang
merupakan karunia dari allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum
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Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan
syari’ah yang melindungi tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan
membunuh, ketentuan qishas dan larangan bunuh diri.
Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan
balasan Negara, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa’ ayat 93
yang artinya sebagai berikut:





Terjemahnya:
“Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka
balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya dan allah murka atasnya
dan melekatnya serta menyediakan baginya azab yang berat.”6
Setiap tindakan pembunuhan atau pun perbuatan yang
menbahayakan orang lain mesti memiliki korelasi, secara langsung maupun
tidak, dengan keutuhan hidup di muka bumi.Pembunuhan terhadap satu
orang saja, sama artinya dengan pembunuhan terhadap seluruh manusia,
sebaliknya memilihara kehidupan satu orang saja berarti memilihara
kehidupan manusia selurunya, sebagaimana terlihat dalam firman Allah Swt
dalam QS.al-Maidah ayat 32, yang berarti :




6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al- Qur’an, 1971), h. 136.
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

Terjemahnya:
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.dan
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.7
Syekh Musthafa Al-Maraghy dalam tafsirnya menyatakan bahwa
Ayat ini mengindikasikan kepada kita akan kewajiban menjaga kesatuan
umat manusia (wahdatul basyar), menjaga kelangsungan hidup mereka,
menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan setiap individu dan
memenuhi hak setiap individu. Jika anda melanggar dan merusak
kehormatan individu itu berarrti anda merusak kehormatan seluruh manusia,
sebaliknya ketika anda memenuhi hak-hak individu maka anda telah
memenuhi hak-hak seluruh manusia (hak universal).8
Demikian pula di dalam hokum Islam ditetapkan adanya ketentuan
qishashsebagai sanksi hukum mengenai kejahatan terhadap diri dan jiwa
orang laindiwajibkan oleh Allah Swt sebagai tindakan pencegahan, untuk
memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang adil, aman dan
tenteram. Pengaturan mengenai qishash ini tertuang dalam surat Al-Baqarah
ayat 178, yang artinya :




7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 164.
8Ahmad Musthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maragh: Juz 6 (Kairo: Babil Halaby, 1946), h.
102.
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

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.9
Di sini kita dapat melihat betapa besar penghargaan Islam terhadap
inti dari hak asasi yakni hak untuk mendapatkan kehidupan.Dengan
tegasnya al-Qur’an melarang pembunuhan tanpa didasarkan alasan yang
dibenarkan agama. Bahkan hukuman bagi pembunuh (qishas) dalam Surat
al-Baqarah  ayat 178 semata-mata merupakan bentuk tindakan paling tegas
dari ayat Al-Qur’an demi menjaga kelangsungan hidup manusia.
2. Hak kebebasan beragama
Dalam Islam, kebebasan dan kemerdakaan marupakan Hak Asasi
Manusia (HAM), termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai
dengan keyakinannya.Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya
pemaksaan  keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama
lain. Hal ini di jelaskan dalam QS.al-Baqarah 2/256:



Terjemhanya:
“Tidak ada pemaksaan  untuk (memasuki) agama islam, sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar dan jalan yang benar dan jalan yang salah.”10
Kemerdekaan beragama terwujud dalam bentuk-bentuk yang
meliputi antara lain:11
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43.
10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63.
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Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau
kepercayaan tertentu atau paksaan untuk menanggalkan suatu agama yang
diyakininya.
Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non-islam
(Ahli kitab) untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa
saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum islam.
Ketiga, Islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu
mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan  perdebatan dan bertukar
pikiran serta pendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan serta
menjauhkan kekerasan dan paksaan.
Islam telah memberikan respon positip terhadap kebebasan
beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan dan toleransi antar
pemeluk agama. Hal ini tercermin dalam bentuk larangan memaki sembahan
penganut agama lain, meskipun menurut pandangan  islam hal itu termaksuk
syrik atau menyekutuhkan Allah Swt, sebagaimana dikatakan dalam QS. al-
An’amayat108:




Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan”.12
11 Dalizar Putra, Hak Asasi Menurut Perpektif al-Qur’an (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra,
1995), h. 59-61.
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 205.
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Namun demikian, kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama ini
hanya terbatas dalam hal-hal yang bersifat muamalah atau kemasyarakatan,
tidak ada toleransi dalam hal akidah dan keyakinan, sebagaimana firman
Allah Swt dalam QS. Yunus ayat 41:




Terjemahnya:
Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku
dan bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku
kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".13
a. Hak atas keadilan.
Keadilan adalah dasar dari cita-cita islam dan merupakan disiplin
mutlat untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-
ayat Al-Qur’an maupun sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan,
di antaranya terlihat dalam QS. al-Nahl ayat 90:





Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.14
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 313.
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 415.
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Keadilan adalah hak setiap manusia  dan manjadi dasar bagi setaiap
hubungan individu.oleh karena itu, merupakan hak setiap orang untuk
meminta perlindungan kepada penguasa yang aah, dan menjadi kewajiban
bagi para pemimpin atau penguasah untuk untuk menegakkan keadilan dan
menberikan jaminan  keamanan yang cukup bagi warganya.
b. Hak persamaan
Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlat di
antara manusia tanpa memandang warna, kulit rasa tau kebangsaan,
melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa
pembagian umat manusia ke dalam bangsah-bangsah,r ras-ras, kelompok-
kelompok dan suku-suku  adalah demi untuk adanya pembedaan, sehingga
rakyat dari satu rasa  atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat
yang berasal dari ras atau suku lain.
Al-Qur’an menjelaskan idealisasinya tentang persamaan manusia
dalam QS.al-Hujurat ayat 13 yang artinya:






Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu.15
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 847.
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Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu
bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang
lain, juga bukan dimaksudkan agar satu bangsa bisa melecahkan bangsah
yang lain. Karena pada dasarnya keunggulan seseorang atas yang lain
hanyalah atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan
warna kulit, ras,bahasa atau kebangsaan.
Adanya pengakuan terhadap persamaan dalam Islam juga mencakup
persamaan kedudukan di depan hukum.islam menberikan kepada umatnya
hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya setiap orang
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dengan
demikian, setiap orang juga harus diperlakukan dan diberikan sanksi yang
sama dalam menjalangkan suatu ketentuan hukum.
c. Hak mendapatkan pendidikan
Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan
pengajaran.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan
kesanggupan alaminya. Dalam islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya
merupakan hak, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia,
sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh
bukhari:
“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.”
Pentingnya pendidikan ini, karena melalui pendidikan orang akan
menyadari harga dirinya dan martabatnya sebagai manusia, dengan
pendidikan dapat membuka akal pikiran manusia terhadap kenyataan hidup
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dalam alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan tuhannya
dan hubungan manusia dengan sesame manusia, dan dengan pendidikan
pula orang dapat menyadari dan memperjuangkan hak-haknya.
Disamping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang
yang berilmu, di mana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa
Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
berilmu.
d. Hak kebebasan berpendapat
Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan
pendapatnya dalam batasan-batasan yang ditentukan hukum dan morma-
norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah
dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan
nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah
mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan
mencegah kemungkaran.
Sejak semula, kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat
telah dikenal dalam Islam. Sudah merupakan tradisi di kalangan sahabat
untuk bertanya kepada nabi saw tentang beberapa masalah berkenaan
dangan perintah Allah yang diwahyukan kepadanya. Apabila Nabi saw
menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka para
sahabat boleh menyatakan pendapatnya dengan bebas. Hal ini misalnya
terlihat dalam peristiwa perang badar, di mana Nabi Muhammad Saw
memilih suatu tempat khusus yang dianggapnya pantas untuk menyerang
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musuh, namun sahabat menyarankan mengambil tempat lain, dan nabi saw
menyetujuinya, karena tempat tersebut lebih strategis.
Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat juga dijamin
dengan lembaga syura, lembaga musyawarah dengan rakyat, yang
dijelaskan Allah dalam QS.asy-Syura ayat 38:


Terjemahnya:
“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara
mereka.”16
Prinsip musyawarah ini sangat penting dalam Islam, karena menurut
al-Qur’an, setiap orang diperintahkan untuk mengadakan musyawarah
dalam menyelesaikan berbagai urusan duniawi yang dihadapkannya.
e. Hak kepemilikan
Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan
penggunaan cara apa pun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan
haknya, sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Baqarah ayat 188:






Terjemahnya:
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.17
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 789.
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 46.
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Oleh karena itu, Islam melarang riba dan setiap usaha yang merugikan
hajat manusia.Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan.Di samping
itu, Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha
yang halal, kecuali untuk kemaslahatan umum dan mewajibkan pembayaran
ganti rugi yang setimpal bagi pemiliknya.
f. Hak mendapat pekerjaan
Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga
sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin,
sebagaimana sabda nabi Saw :
“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari
pada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri,” (HR. ibnu Majah)
Adapun konsepsi islam tentang hak bekerja adalah:18
Pertama, bekerja dan berusaha dalam islam adalah wajib, maka setiap
muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya.
Sebaliknya islam tidak menyukai orang yang malas bekerja (pengangguran).
Islam juga memandang rendah kepada orang yang mengemis, yang
menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminya-minta.
Kedua, Islam mengajukan kebebasan dalam mencari rezeki dan
kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan, dan setiap muslim bebas
memilih pekerjaan yang hendak dikerjakannya, sepanjang pekerjaan itu
dalam jalan yang diridhai oleh syari’at Islam.
18Dalizar Putra, Hak Asasi Menurut Perpektif al-Qur’an, h. 64-65.
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Ketiga, Islam menetapkan nahwa tiap-tiap pekerjaan itu adalah
ibadah.
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BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF HAM MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999
A. Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999
1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999
Mengacu pada rumusan pengertian Hak Asasi Manusia yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 butir 1, maka
pengertian HAM adalah sebagai berikut :
“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara
hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia”.1
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.2
Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia
ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB,
konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab I, pasal 1.
2Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab I, pasal 1.
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internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-
undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI
Nomor XVII/MPR/1998.
2. Asas-Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin
segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun
pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup
memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan
perlindungan hak asasi manusia.Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia
yang universal seperti tertuang dalam DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungandan pelaksanaan hak
asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut diantaranya:
a. Mengaskan komitmen bangsa Indonesia untukmenjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia dan kebebasan manusia.3
Dinyatakanbahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan
menjunjung tinggi hak asasi manusiadan kewajiban manusia sebagai hak
kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkandari manusia.Hak ini harus
dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatanmartabat
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta
3Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 2.
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keadilan.Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia.
b. Menegaskan prinsip nondiskriminasi.4
Setiap orangdilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan
sederajat, sehingga berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam
situasi apapun5
Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup,
hak untuktidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak untuk beragama,hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi, persamaan hukum danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut (retroactive).
d. Persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas6
Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh
perlakuan dan pelindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa
kecuali, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak
mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif
dan tidak berpihak.
4Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 3.
5Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 4.
6Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 5.
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e. Perlindungan Masyarakat Adat7
Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki
hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut
melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak
masyarakat adat.Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaaan
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.Identitas budaya
masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, harus dilindungi selaras
dengan perkembangan jaman.
Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat diakui secara
internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights(ICESCR). Keragaman budaya yang
dimiliki masyarakat adat Indonesia merupakansalah satu hal yang wajib
dilindungi, namun hal ini terbatas pada masyarakat adat yangmasih secara
nyata memegang teguh hukum adatnya secara kuat, di mana hak-haktersebut
tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan
keadilandan kesejhateraan rakyat.Perlindungan atas hak ulayat masyarakat
adat sebelumnyatelah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.8
7Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 6.
8Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria, bab I, pasal 31.
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f. Upaya Hukum Nasional dan Internasional
Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum
nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia
yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak
asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia.9Yang dimaksud dengan
upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau
kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang
disediakan oleh hukum Indonesia.
Berkaitan dengan forum internasional, Undang-Undang ini pun tidak
menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam
rangka perlindungan hak asasi manusia bilamana upaya yang dilakukan di
forum nasional tidak mendapat tanggapan.Maksudnya bahwa mereka yang
ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan
untuk menempuh semua upaya hukum Indonesia.terlebih dahulu
(exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum di tingkat
regional maupun internasional.
g. Tanggung Jawab Pemerintah
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia menjadi tanggung jawab pemerintah.10Undang-Undang Dasar 1945
pun telah menyebutkan hal ini. Dalam implementasinya pemerintah
Indonesia telah membuat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)
9Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 7.
10Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab II, pasal 8.
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yang di antaranya berisi mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak
asasi manusia di tingkat pusat sampai daerah yang dilakukan melalui
pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi baik bagi para penegak hukum,
instansi pemerintah, siswa dan mahasiswa. Jaminan hukum di antaranya
dilakukan dengan melengkapi berbagai peraturan perundangan berkaitan
dengan perlindungan hak asasi manusia di antaranya dengan peratifikasian
berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Namun sayangnya meskipun telah banyak instrumen hukum internasional
yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturanperaturan tersebut seolah
seperti “hiasan” belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan
implementasi aturan pelaksanaannya (implementing legislation) sehingga
penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.
Pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk melakukan diseminasi
berkenaan pemahaman hak asasi manusia terhadap publik dari berbagai
lapisan masyarakat (baik masyarakat umum, instansi pemerintah, anggota
dewan, akademisi, praktisi penegak hukum, angkatan bersenjata dan
kepolisian).
3. Hak-Hak yang Diatur dan Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999
a. Hak untuk hidup
Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk
dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi.
Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
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meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman,
damai bahagia, sejahtera lahirdan batin serta hak atas lingkungan yang baik
dan sehat.11 Pasal 6 KovenanInternasional tentang Hak Sipil dan Politik
(KIHSP) atau International Covenant OnCivil And Political Rights (ICCPR)
menyatakan bahwa hak untuk hidup harusdilindungi oleh hukum dan atas
hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.12
Yang menarik dari hak untuk hidup dalam sistem pemidanaan di
Indonesia adalah masih diberlakukannya hukuman mati bagi tindak pidana
tertentu seperti narkoba, terorisme dan pembunuhan.Berkenaan dengan
hukuman mati, memang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan
karena dianggap melanggar hak untuk hidup seseorang. Sebagian negara
Barat sudah tidak memberlakukan hukuman mati dalam sistem
pemidanaannya, namun di sisi lain mereka yang menghapuskan hukuman
mati memberikan ijin praktek eutanasia yang tidak lain juga merupakan
perampasan hak hidup seseorang. Kedua hal ini masih menjadi diskusi
panjang di berbagai kalangan.Secara global, terdapat penegasan dalam
Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
(KIHSP) tentang penghapusan hukuman mati.Penerapan pidana mati juga
bertentangan dengan hak untuk hidup seperti yang diatur dalam Pasal 3
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.Hampir setengah jumlah negara-
negara di dunia (118 negara) sudah menghapuskan hukuman mati dalam
11Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab III, pasal  9.
12Javaid Rehman, International Human Rights Law (Great Britain: Pearson Education
Limited, 2003) h. 68-69.
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sistem hukumnya.Indonesia adalah termasuk negara yang masih
menerapkan pidana mati.Aturan pidana mati diatur baik dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Sementara dalam
Rancangan KUHP baru (2004), dijelaskan bahwa pidana mati tidak berlaku
bagi tindak pidana hak asasi manusia.
b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa
setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak
kedua calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundangan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.
Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan
atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun
terhadap calon istri atau calon suami.Perkawinan yang didasari paksaan,
penipuan atau tekanan bukanlah hal yang tidak mungkin. Bahkan hal ini
telah berlangsung sejak dahulu, misal seorang anak gadis dipaksa menikah
dengan seseorang karena orang tuanya terlilit hutang, sehingga dengan
pernikahan tersebut maka hutang orang tua akan dianggap lunas. Di
Indonesia, kasus perdagangan perempuan seringkali dilakukan dengan motif
perkawinan paksa. Dengan adanya ikatan perkawinan, suami seolah
dilegalkan untuk memperlakuan istri semaunya, padahal tidak demikian
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seharusnya.Dalam kasus perdagangan perempuan, para suami yang biasanya
berasal dari luar negerisebenarnya adalah para pelaku bisnis prostitusi.
Di sisi lain, ada masalah dengan beberapa
instansi/institusi/perusahaan yang memberikan aturan larangan menikah
selama dalam ikatan dinas. Secara umum, hal ini tentu melanggar hak asasi
manusia seseorang, namun mereka mempunyai alasan tertentu dalam
memberlakukan hal tersebut.Sayangnya, alasan-alasan tersebut lebih pada
kepentingan perusahaan, dan kurang mempertimbangkan hak-hak
pegawainya.
c. Hak untuk mengembangkan diri
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk
mengembangkan diri tertuang dalam Pasal 11-16. Undang-Unang Dasar
1945 juga memberi jaminan perlindungan hak untuk mengembangkan diri
dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28F.408 Di antaranya menegaskan
perlindungan hak untuk tumbuh kembang, bidang pendidikan, hak untuk
memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk di dalammnya hak
untuk berkomunikasi, dan hak untuk bersosialisasi. Undang-Undang ini
memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan hak
pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk
membagun dirinya, masyarakat lingkungannya serta bangsa dan negara
dengan segala jenis sarana yang tersedia.Hal ini termasuk dalam
pemanfaatan informasi dan teknologi serta kesempatan dalam melakukan
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pekerjaan sosial dan mendirikan organisasi untuk itu dan
penyelenggaraanpendidikan dan pengajaran.
Jaminan perlindungan atas hak atas pengembangan diri ini terlihat
dari semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
sosial, pengembangan masyarakat, institusi pendidikan formal maupun non-
formal, pengembangan dunia informasi dan teknologi.Seiring dengan
perkembangan jaman, kesempatan yangdiberikan kepada berbagai lapisan
masyarakat untuk mengembangkan diri semakinterbuka.Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa kesempatan ini belum merata bagiseluruh rakyat
Indonesia dikarenakan berbagai faktor seperti luasnya wilayah
Indonesia,kemiskinan, kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan
sarana dan prasarana.
d. Hak untuk Memperoleh Keadilan
Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada
dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi
tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara.Di antaranya bahwa
setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata,
maupun administrasi.13
Prinsip-prinsip yang tercakup dalam bagian empat Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 di antaranya:
13Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab III, pasal  17.
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1) Peradilan yang Bebas Serta Tidak Memihak
Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan
dengan proses peradilan yang adil, bebas serta tidak memihak (fair trial)
dengan mengacu pada hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
objektif oleh hak im yang jujur dan adil serta tidak berpihak untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar (imparsial). Jual beli putusan
dalam penanganan suatu perkara jelas melanggar asas ini dan merupakan
pelanggaran hak asasi manusia maupun kode etik.
2) Praduga tak bersalah (presumption of innocence)
Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena
disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah
sampai terbukti kesalahannya dan pengadilan memutuskan bahwa ia
bersalah. Hak-hak tersangka dijamin dalam pasal ini selain juga secara
lebih rinci diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Tidak seorang pun, termasuk pers maupun pejabat pemerintah,
yang berhak menghak imi dan menyatakan tersangka bersalah sebelum
adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian.14Oleh karena itu
tersangka diberi jaminan hukum yang diperlukan untuk melakukan
pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14Nico Keijzer, Freedom of the Press and its Limitation, Refreshing Course of Criminal Law
“Same Root Different Development”, (Bandung, 2006),
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3) Nullum delictum siena previa lege poenale
Seseorang tidak dapat dituntut untuk dipidana kecuali
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum
dilakukannya tindak pidana itu.Prinsip ini menegaskan asas legalitas
yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
4) Ketentuan yang Lebih Menguntungkan
Bilamana terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka
aturan yang berlaku adalah aturan yang paling menguntungkan
tersangka.Namun prinsip ini terkadang berbenturan dengan rasa keadilan
masyarakat, terutama korban.
5) Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum
Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum
sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka
yang kurang mampu untuk membiayai penasihat hukum mereka, yang
dilakukan melalui lembaga bantuan hukum.Klien tidak dipungut bayaran
jasa penasihat hukum, kini, tidak hanya lembaga bantuan hukum saja
yang menyediakan sarana ini namun berkembang banyak organisasi
sosial kemasyarakatan yang memberikan jasa bantuan hokum tanpa
memungut bayaran, dengan catatan hanya untuk mereka yang dinilai
tidak mampu.Tersangka pun berhak menolak untuk memperoleh bantuan
hokum seperti didampingi penasihat hukum.Bantuan hukum pada
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umumnya dimanfaatkan oleh tersangka yang terlibat kasus pidana atau
perdata yang dinilai cukup berat, seprti pembunuhan, pemalsuan mata
uang, dan sebagainya.
Cukup berat, seprti pembunuhan, pemalsuan mata uang, dan
sebagainya. Untuk keadaan tertentu, tersangka berhak mendapat bantuan
lain terkait perlindungan hak nya selama proses peradilan, contohnya
untuk mendapatbimbingan rohani dan psikologi bilamana diperlukan.
6) Ne bis in idem
Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam
perkara yang sama atau atas suatu perbuatan yang telah memperoleh
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
7) Hukuman Perampasan Kekayaan
Tidak ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman berupa
perampasan seluruh harta kekayaan milik terdakwa yang bersalah.Dalam
perkara utangpiutang, pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan
penjara ataupun kurungan bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya dalam perjanjian utang-piutang dengan alasan
ketidakmampuan.
Masalah ini pernah diperbincangkan beberapa tahun lalu terutama
dalam kasus utang pajak kepada negara, di mana seseorang yang tidak
dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak dapat dikenai hukuman
kurungan atau penjara sebagai pengganti.
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e. Hak atas Kebebasan Pribadi
Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling
mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib
sendiri.Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas
kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat,
berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting.15 Meskipun
demikian, tidak berarti tidak ada hak -hak lain yang dilindungi yang
berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak
kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi
yang diatur oleh Undang-Undang ini.Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai
instrumen hukum baik internasional, regional maupun nasional. Dalam
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), hak-hak ini
diatur dalam Pasal 17-20 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal
20-43 yang meliputi :
1) Hak untuk Tidak Diperbudak
Perbudakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 di antaranya termasuk perhambaan, perdagangan budak dan
perempuan dan segala perbuatan yang serupa.16 Perbudakan adalah status
seseorang di bawah orang lain sebagai kepemilikan pribadi di mana ia
15Javaid Rehman, International Human Rights Law, h.77.
16Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab III, pasal  20.
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harus menuruti dan melakukan segala yang diperintahkan “pemiliknya”.
Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun masalah perbudakan di Indonesia telah dihapuskan
setelah tahun 1890,17namun pada prakteknya hingga kini perbudakan
masih terjadi.Di antaranya perlakuan para majikan terhadap para
pembantu rumah tangga, pekerja kasar dan bahkan karyawannya. Para
majikan memperlakukan para pekerjanya dengan semena-mena dan
bahkan tidak manusiawi seolah mereka memiliki kekuasaan penuh atas
para pekerjanya, dan para pekerja pun tidak dapat dan tidak boleh
melawan karena jika mereka melawan, bukan sekedar ancaman keras
yang diberikan bahkan penyiksaan fisik maupun psikologis tak ragu
diberikan oleh majikannya. Tidak hanya kepada para pekerja kasar,
bahkan perbudakan terjadi pula pada karyawan menengah, di antaranya
dengan memberi beban pekerjaan yang berlebihan dan tidak sesuai
dengan tugas dan fungsinya, hal ini biasanya dilakukan demi kepentingan
perusahaan/institusi.
2) Hak untuk Bebas Memeluk Agama
Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang sangat pribadi
karena berkaitan dengan keyakinan seseorang dan berhubungan dengan
Tuhan.Seseorang tidak diperkenankan memaksa atau dipaksa untuk
memeluk suatu agama tertentu atau bahkan untuk tidak memeluk agama.
17 Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia (Bandung:
Ctira Aditya Bakti,2001), h. 23.
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Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kebebasan beragama
dalam Pasal 29, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskannya
kembali dalam Pasal 22. Negara memberikan jaminan tidak hanya dalam
kebebasan memeluk agama tapi juga kemerdekaan dalam menjalankan
ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang telah
dipilihnya.
3) Hak untuk Bebas Memilih dan Dipilih
Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu
dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen
ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden.Namun lebih luas
dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya
hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup dan
pilihan-pilihan lain dalam hidup. Hak untuk dipilih tidak hanya untuk
dijadikan pemimpin bangsa atau wakil rakyat, bahkan termasuk dipilih
untuk menjadi yang terbaik, misal dalam kompetisi untuk mencari yang
terbaik, atau dipilih untuk melakukan suatu hal, setiap orang berhak
dipilih sesuai dengan kompetensinya.Setiap orang mempunyai hak yang
melekat ini, yaitu hak memilih dan dipilih.
Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan
maupun tulisan atau melalui media cetak maupun elektronik dengan
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memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan
umum dan keutuhan bangsa.18
4) Hak untuk Berkumpul dan Berserikat
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 menegaskannya kembali dalam Pasal 24.Setiap
warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai
politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk
berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara
sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak
asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Hak untuk Menyampaikan Pendapat
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka
umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.19Dengan adanya jaminan ini, kita tidak perlu takut untuk
mengemukakan pendapat kita meskipun berbeda dengan suara mayoritas
ataupun dengan atasan kita.Suara setiap orang sangat dihargai dan
dihormati, ini pula yang menjadi salah satu ciri demokrasi di mana setiap
orang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa
takut, namun tentunya harus bertanggungjawab.Hak ini sangat dijiwai
18Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab III, pasal  23, ayat 2.
19Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab III, pasal  25.
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oleh sila ke-4 Pancasila, yang berarti merupakan ciri identitas bangsa
Indonesia.
Dengan jaminan perlindungan hak mengemukakan pendapat,
setiap orang dapat menyatakan pendapatnya melalui berbagai cara yang
bertanggung jawab sebagai bentuk kritik, saran dan bahkan masukan baik
secara lisan, tulisan maupun media lainnya bagi pihak lain, di antaranya
bagi pemerintah.
6) Hak atas Status Kewarganegaraan
Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau
mempertahankan status kewarganegaraannya.Oleh karena itu setiap
orang bebas untuk memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi
berhak untuk menikmati hak-hak yang berasal dan melekat dari
kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai
warga negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia.
7) Hak untuk Bertempat Tinggal
Selain telah tersebut dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar
1945, hak ini ditegaskan kembali dalam Pasal 27 dan 31 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di antaranya menyatakan bahwa
setiap warga Negara Indonesia berhak untuk bergerak, berpindah dan
bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia dan hak di mana tempat
tinggalnya tidak diganggu oleh siapapun.
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Tidak meratanya penyebaran penduduk mengkibatkan hak
bertempat tinggal ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Di antaranya masalah
penumpukan penduduk di kota besar akibat urbanisasi menyebabkan
kesemrawutan kota dengan munculnya banyak pemukiman liar yang
tidak tertata dan bahkan kumuh. Hal ini pula yang menyebabkan adanya
penggusuran rumah-rumah warga sehingga warga kehilangan hak-nya
bertempat tinggal.Dalam hal ini tidak dapat mempersalahkan salah satu
pihak saja, karena semua saling terkait dalam rantai sebab-akibat.
Pemukiman warga yang liar dengan tidak memandang letak, fungsi dan
tata kota serta keamanan dapat menjadi pembenaran pemerintah dalam
melakukan penggusuran. Namun cara dan alasan penggusuran yang
dilakukan aparat pun tidak selamanya dapat dikatakan benar, karena
tidak sedikit pula penggusuran yang dilakukan dengan dilatarbelakangi
alasan kepentingan keuntungan komersial bukan karena untuk
kepentingan umum.
f. Hak atas Rasa Aman
Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi
secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya meliputi hak suaka,
hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari
penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.
1) Hak Suaka
Hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh
perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak
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berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik419 atau
perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa
Bangsa.
2) Hak atas Perlindungan dan Hak atas Rasa Aman
Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan
di depan hokum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan
tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu pun merupakan bagian dari hak atas rasa
aman.Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan
kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati,
melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak asasi manusia dengan
menghormati kewajiban dasar manusia.
Pada masa Orde Baru, banyak warga yang merasa takut untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai hati nuraninya.Bila hal tersebut
berkaitan dengan pemerintah, maka tidak jarang terjadi penghilangan
paksa dan bahkan penghilangan nyawa terhadap mereka yang dianggap
menentang pemerintah.Oleh karenanya dalam Undang-Unang Nomor 39
Tahun 1999 ditegaskan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas
dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.20Penghilangan nyawa
tentunya bertentangan dengan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi
(non-derogable rights) yaitu hak untuk hidup.Namun bagaimana halnya
20Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,bab III, pasal  33, ayat 2.
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dengan hukuman mati yang merupakan putusan pengadilan, apakah ini
termasuk dalam kategori penghilangan nyawa secara paksa dan dapat
dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia?Penghilangan nyawa yang
merupakan putusan pengadilan atas suatu kejahatan yang telah terbukti,
bukanlah pelanggaran hak asasi manusia.Yang dikatakan penghilangan
nyawa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia adalah
penghilangan nyawa yang dilakukan dengan semena-mena, tidak
beralasan dan bukan merupakan putusan pengadilan sebagai hukuman
atas suatu kejahatan.
3) Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-Wenang
Hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan
ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang mengalami proses
pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara dalam segala
situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan bagi hak-
hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan
pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan
yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaan.
g. Hak atas kesejahteraan
Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang
terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (KIHESB).Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan dalam
kelompok hak asasi manusia generasi kedua.Hak-hak generasi kedua ini
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sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak
atas terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk
mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin.Hak-hak tersebut di
antaranya meliputi hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan serikat
pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas
perawatan.
Hak-hak atas kesejahteraan ini sangat diperjuangkan dengan gigih
oleh bangsabangsa sosialis, sehingga kental sekali keberpihakan terhadap
kaum buruh.Ini bukanlah hal yang buruk, karena dalam perkembangan
dunia, masyarakat cenderung mengikuti pola industrialisasi di mana peran
buruh sangatlah signifikan.Pada prakteknya seiring dengan kapitalisme yang
terus berkembang, hak-hak kaum buruh diperlakukan dengan sewenang-
wenang, sehingga wajar bilamana hak-hak atas kesejahteraan termasuk
prioritas utama dalam perlindungan hak asasi manusia.
Bukan hanya bagi kaum buruh, hak atas kesejahteraan ini berlaku
untuk siapa pun, tidak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan
khusus.Tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas
kesejahteraan ini.Anak-anak, dewasa, perempuan, lakilaki, orang
berkebutuhan khusus atau tidak, semua berhak mendapatkan porsi yang
sesuai.Misalnya perlakuan khusus bagi orang seperti lansia, anak-anak,
penyandang cacat, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan keterbatasan
mereka.
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Hak kesejahteraan ini meliputi juga hak atas kepemilikan sesuatu,
namun berdasarkan ideologi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa hak milik
memiliki fungsi sosial.Artinya hak milik tidak bersifat mutlak, jika
diperlukan untuk kepentingan umum maka kita harus mau menyerahkannya
demi kepentingan umum.Hal ini mengingat asas yang dianut bangsa
Indonesia bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada
kepentingan pribadi atau golongan.
h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
1) Hak untuk memilih dan dipilih
Hak ini sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya
keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih
maupun sebagai pemilih. Hak memlilih dan dipilih ini haruslah sesuai
hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga
negara yang telah memenuhi syarat, di antaranya berusia minimal 17
tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini..Namun bagaimana
dengan mereka yang tergabung dalam korps militer, di mana hak mereka
untuk dipilih dan memilih telah dicabut karena dikhawatirkan adanya
tekanan dari atasan sehingga hak yang diberikan tidak murni lagi.Apakah
ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia?Bukankah para anggota
korps militer pun merupakan warga negara Indonesia yang telah
memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dipilih dan memilih?
Permasalahan ini sangat terkait dengan masalah politik, dalam pemikiran
politikus bilamana militer dilibatkan dalam pemerintahan maka
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pemerintahan tidak akan demokratis namun cenderung otoriter dan
militeristis sebagaimana pola yang terdapat dalam militer. Di sisi lain,
demokrasi berarti bahwa setiap elemen harus dilibatkan, semua berhak
mengemukakan pendapat pribadinya dengan bertanggung jawab.
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap
warga Negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan.Yang menjadi permasalahan adalah bahwa Indonesia
bukanlah negara murni demokrasi, selain itu masa transisi yang dialami
Indonesia menuju Negara demokrasi belum memungkinkan adanya
jaminan kebebasan yang benar-benar merupakan pengejawantahan
demokrasi.
2) Hak untuk mengajukan pendapat
Melalui wakil rakyat di DPR, DPRD maupun DPD, masyarakat
dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.Termasuk mengajukan usulan,
permohonan, pengaduan dan bahkankritik terhadap pemerintah dalam
rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.425
Upaya yang dilakukan dapat secara lisan maupun tulisan.Aspirasi dapat
disampaikan secara langsung di antaranya kepada para wakil rakyat yang
duduk di pemerintahan, lembagalembaga pemerintah, lembaga-lembaga
swadaya masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi,
masyarakat bahkan dapat menyampaikan aspirasinya melalui surat dan
bahkan sort message service (sms) kepada Presiden. Hal ini menunjukan
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adanya jaminan atas hak mengajukan pendapat dalam rangka
berpartisipasi dalam pemerintahan.
i. Hak perempuan
Perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan
(vulnerable people) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan
perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 ini. Pada umumnya hak yang diberikan kepada kaum perempuan sama
dengan hak-hak lain seperti yang telah disebut di atas, hanya saja dalam
bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang sangat
mendasari hak asasi bagi perempuan di antaranya hak perspektif gender dan
anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang
sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia
pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum,
kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini
dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum
perempuan pada masa lalu di mana kaum perempuan tidak diperkenankan
untuk mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria. Selain itu,
pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat rendah
sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Di
antaranya bahwa perempuan yang sudah menikah dianggap tidak dapat
melakukan perbuatan hokum sendiri, semua yang akan dilakukan seorang
64
perempuan harus berdasarkan izin suami (jika sudah menikah) atau orang
tuanya (bila belum menikah).
Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan tidak hanya terjadi di
Indonesia, terutama tanah Jawa saja, melainkan terjadi pula di berbagai
negara di dunia sehingga lahirlah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang kemudian
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.
Selain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pengaturan terhadap
perlindungan -hak perempuan yang lebih rinci tersebar dalam berbagai
peraturan perundangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan lain sebagainya.
j. Hak Anak
Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak
adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah
diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta
Konvensi tentang Hak Anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban
untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di
antaranya:
1) Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan,
penyelundupan dan penjualan.
2) Melindungi anak dari kehilangan keluarga, ekploitasi ekonomi baik
secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi,
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dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian,
konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata,
penelantaran, penganiayaan dan eksplotasi.
4) Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan
hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan
perampasan kemerdekaan.
Meskipun menururut konvensi negaralah yang mempunyai
kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak
dapat dilepaskan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak
adalah kewajiban semua pihak .
Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori di antaranya:
1) Hak untuk bertahan hidup/survival rights
2) Hak untuk mendapat perlindungan/protection rights
3) Hak untuk tumbuh kembang/development rights
4) Hak berpartisipasi/participation rights.
Hak anak meliputi banyak hal di antaranya hak atas nama dan
kewarganegaraansejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak
berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya,
hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan,
mendapat wali bila orang tua meningal sesuai putusan pengadilan,
perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari
orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat; hak
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berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan
dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran
penganiayaan.
Bilamana anak harus berkonflik dengan hukum karena melakukan
suatu tindak pidana sehingga harus mengalami proses peradilan, maka
hukum acara yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku427 dan
hanya dilakukan sebagai upaya akhir (lastresort). Anak yang berkonflik
dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya
sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psokolog dan anak
mempunyai hak bela diri.Dalam penjatuhan pidana, anak tidak dapat
dijatuhkan hukuman mati.
Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang hak
anak termasuk sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak anak,
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa bilamana orang tua atau wali atau pengasuh melakukan
penganiayaan fisik dan atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,
pelecehan seksual, pembunuhan terhadap anak maka mereka harus
dikenakan pemberatan hukuman dari semestinya.
B. Studi Komparatif HAM Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 39
Tahun 1999
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Dalam Hukum Islam,ada beberapa hal yang sudah jelas di perintahkan
Allah SWT kepada umat islam agar menjalankannya dengan benar sesuai dengan
Al Qur’an dan Al- Sunnah. Kedua kitab ini sebagai sumber hukum Islam di
perlukan tejemahan tersirat oleh para ahli hukum dalam memberikan nuansa
kehidupan baru yang lebih baik, tatanan hukum itu adlah tercipanya kehidupan
yang harmonis tentram,damai dan menghargai perbedaan. Idde tersebut memang
sudah pernah di gagas oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah.
Dimana Piagam Madinah ini adalah cerminan umat Islam dalam penegakan
hukum tanpa suku, agama,ras ataupun golongan yang mayoritas sekalipun. Sebab
semua di pandang sama depan hukum, tidak ada diskriminasi sosial.
Negara kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara hukum yang di
landasi dengan dasar konstitusionil, kelembagaan Negara yang membawahi dan
melindungi hak-hak individu rakyat adalah bentuk konkrit negara dalam
menerapkan perannya supaya seluruh rakyatnnya dapat hidup adil, makmur dan
sejahtera tanpa adanya pihak-pihak yang memaksa.
Dalam studi ini penulis melakukan komparasi secara sederhana antara
konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam melalui
pendekatan relevansional dengan membagi ke dalam beberapa domain, antara lain
dalam aspek Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan dan kesejahteraan bersama.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Piagam Madinah dimulai dengan kalimat basmalah. Dalam pasal 22
ditegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan
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menolong pelaku kejahatan dan juga tidak akan membelanya. Bilamana terjadi
peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam Madinah yang
dikhawatirkaan akan menimbulkan bahaya dan kerusakan, penyelesaiannya
menurut ketentuan Allah Swt, demikian ditetapakan dalam pasal 42.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tepatnya
pada bagian “Ketentuan Umum” point 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia
merupakan sebuah hak yang melekat pada manusia dalam eksistensinya
sebagai ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Artinya persoalan
penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja menempatkan manusia pada
posisi sentral (antroposentris) akan tetapi terdapat dimensi transendental yang
juga harus diperhatikan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep penegakan
Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam terminologi Islam disebut tauhid
tertera baik dalam Piagam Madinah maupun Undang-Undang tentang HAM.
2. Keadilan
Keadilan tercantum secara tegas baik di dalam Islam yang tertera dalam
al-Qur’an maupun dalam Piagam Madinah maupun di dalam Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan konstitusi mana saja di
dunia ini. Bahkan kata keadilan ini bergema pada setiap ada persekutuan sosial,
tidak terkecuali dalam suatu keluarga.Keadilan, menurut Daniel Webster,
adalah kebutuhan manusia yang paling luhur.
Pasal 17, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara
umum menetapkan bahwa bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk
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memperoleh keadilan. Tentu saja cara mmeperolehnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan melalui mekanisme yang telah diatur. Semua perkara, kasus,
dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan melalui jalur
hukum.
Dalam Negara Kesatuan Republik Inodnesia landasan yang di pakai
dalam melindungi hak-hak rakyat adalah Undang-UndangNomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri 106 pasal yang meliputi sebelas
bagian. Menurut konsep Maqasidal-Syariah tanggung jawab negara yang
harus di perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ialah
sebagai berikut:
a. Hak memeluk satu agama dan memeliharanya (hifz al-Din)
Yaitu di atur dalam BAB III Pasal 22 ayat (I) yang menyatakan
bahwa “Setiap orang bebas memluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya danakepercayaanya itu”. Jadi tanpa danya
aturan ini dan tanpa agama ini manusia dapat berbuat kasar atau tanpa
norma tak ubahnya seperti hewan,karena agama lahir berdarkan keyakinan
yang di dalamnya terdpat aturan atau hukum untuk hidup sama-sama.
b. Hak hidup sama di muka hukum (hifdz al-Nafs)
Yaitu Persamaan derajat dan hak hidup adlah hal pokok bagi setiap
manusia. Hak ini harus ada dan setara bagi setiapa manusia tanpa melihat
perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesame manusia. Tidak ada seorang
pun atau sekelompok manusia yang hidupnya lebih di perioritaskan dari
yang lain. Dengan demikian ,hak untuk hidup trsebut harus dilindungi baik
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oleh individu, masyarakat, maupun Negara. Hal ini di atur dalam UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM tepatnya BAB III Pasal 9 ayat (I),
Yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup,dan
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya”.Hal inilah yang
menjadi prioritas utama Maqasid al-Syari’ah.
c. Hak melestarikan keturunan secara hukum (Hifdz al-Nasl)
Dalam syariat Islam melindungi hak untuk berkeluarga dan
berketurunan adalah salah satu tujuan syariat (maqashid al-syariah) yakni
termasuk dalam kemaslahatan primer (mashlaha al-dharuriah) .Dalam hal
ini melindungi hak untuk berkeluarga dan berketurunan merupakan hak
yang paling asasi bagi setiap manusia. Ajaran islampun memandang –
penting perlindungan terhadap hak untuk berkeluarga dan berketurunan
tersebut, begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
d. Hak Materi(Hifdz al-Maal).
Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) juga di atur dalam BAB III Pasal 36 ayat (1) dan (2).
Yang menyatakan bahwa ayat (1) “Setiap orang berhak mempunyai
milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi
pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang
tidak melanggar hukum. Ayat (2) Tidak seorangpun boleh dirampas
miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
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Dalam Islam, khususnya pada hukum islam (maqashid al-syariah)
menyinggung, permasalahan yang pokok yakni, kemaslahatan primer
(mashlahah al-dhururiah). Yakni melindungi kepemilikan harta benda
dapat merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia.
Dalam hifdz al-maal penanganan kemiskinan juga dapat di masukan
melalui pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh, yang masing-masing dapat
di pegang oleh Negara dan oleh pihak pengelola swasta ,semisal
baznas,dompet dhuafa.
e. Hak perlindungan Terhadap Intelektual seseorang (hifdz al-aql)
Hak ini sangat luas cakupannya, yaitu berkaitan dengan
perlindungan fisik juga mental., Disaming di pandang dari dua sisi juga
memerlukan pendekatan bernasis pendidikan . Hal ini di atur dalam BAB III
Undang-Undang Nomor 39 Nomor 1999 pasal 12 dan 13 yang menyatakan
sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Setiap orang berhak atas
perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh
pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya
agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,
berahlak mulia,bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
Dalam prespektif Islam,menuntut ilmu bukan hanya hak asasi
manusia,tetapi juga merupakan kewajiban asasi manusia. Jadi dapat
disimpulkan bahwa islam member dorongan penuh kepada umatnya agar
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mempelajari dan menguasai segala jenis ilmu pengetahuan,baik untuk
keperluan akhirat maupun untuk mencapai kesejahteraan dunia.
3. Kesejahteraan bersama
Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan
bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki demi pengembangan
dirinya dengan cara yang tidak melanggar hukum. Lebih jauh lagi dalam pasal
27 (2) UUD 1945 ditetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam Islam merupakan salah
satu yang diutamakan.Ajaran zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk
kepedulian Islam terhadap terciptanya kesejahteraan bersama dan kebebasan
dari kemiskinan.Selain itu, Islam juga sangat mengutamakan kebersamaan dan
menganjurkan tolong menolong terutama terhadap kaum miskin dan lemah dan
oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.
73
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelahmemahamipembahasansebelumnyamakadapatdirumuskanbeberapa
kesimpulansebagaiberikut:
Hak-hakasasimanusiadalamperspektifHukumIslam
adalahHakasasimanusiadalam Islam
tertuangsecaratransendenuntukkepentinganmanusia, lewatsyari’ah Islam yang
diturunkanmelaluiwahyu.Hak-hakasasimanusia yang dilindungioleh Islam
ialahhakuntukhidup, Hakkebebasanberagama, Hakataskeadilan,
HakpersamaanHakmendapatkanpendidikan,
hakkebebasanberpendapatsertahakkepemilikanSedangkandalampandanganUndan
g-UndangNomor39 Tahun1999, Hak-hakasasimanusia yang
diaturdalamhukumIslam danUndang-UndangNomor39 Tahun1999 sama-
samamenekankanpadaaspekterpeliharanyakeadilanantarahakdankewajiban,
keseimbanganantarakepentinganpribadidan social.
Sedangkanperbedaanyabermuarapadaadadantidakadanyanuansateologis.Hakasasi
manusiabernuansateologis, danhakasasimanusiadalamUndang-UndangNomor39
Tahun1999 tidakdemikiantapibernuansa moral
dantidakmendapatimbalandanpahala.
B. ImplikasiPenelitian
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1. Denganadanya UU tentang HAM bukanberartimasalah HAM telahselesai,
tetapiperludikajilebihlanjut, karenamasalah HAM
selaluberkembangpadamasyarakatsehinggaperluadanyapengkajianlebihlanj
utdanmendalam.
2. Penelitianataukajiandalamskripsiinidalampandanganpenulismasihterasajauh
dari kata sempurna. Olehnyaitukritikkonstruktifdariparapembacasangat
kami harapkan.
73
75
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya. Jakarta:
YayasanPenyelenggaraPenterjemah/Pentafsir Al- Qur’an, 1971.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an danTerjemahnya. Jakarta: Yasmina, 2009.
Abdillah,Masykuri. Demokrasi di PersimpanganMakna: ResponIntelektual Muslim
Indonesia TerhadapKonsepDemokrasi (1966-1993). Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1999.
Ahmed An-Naim,Abdullah. DekonstruksiSyariah: WacanaKebebasanSipil,
HakAsasiManusiadanHubunganInternasionaldalam Islam. Cet IV;
Yogyakarta,2004.
Ali,Zainuddin.PengantarIlmuHukum Islam di Indonesia.Jakarta: SinarGrafika, 2006.
Alim, Muhammad Demokrasidan HAM dalamKonstitusiMadinahdan UUD 1945
(Yogyakarta: UII Press, 2001.
Arinanto, Satya.HakAsasiManusiadalamTransisiPolitik. Jakarta: PusatStudiHukum
Tata Negara FakultasHukumUniversitas Indonesia, 2003.
AzisDahlan, Abdul. EnsiklopediHukum Islam. Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996
DepartemenPendidikandanKebudayaan RI.KamusBesarBahasa Indonesia.Jakarta:
BalaiPustaka, 1994.
DepartemenPendidikandanKebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia.Jakarta:
BalaiPustaka, 1990.
Daryanto, KamusBahasa Indonesia Modern. Surabaya: Apollo, 1994.
El-Muhtaj, Majda.HakAsasiManusiadalamKonstitusi Indonesia: Dari UUD 1945
sampaidenganAmandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Prenada Media,
2005.
E. Arifin,
Herizal.“BeberapaRumusanHakAsasiManusiadanBudayaHakAsasiManusia”,Bl
og Herizal E. Arifin.http://herizal-effendi-
arifin.blogspot.com/2011/08/beberapa-rumusan-hak-asasi-manusia-dan.html(10
September 2014).
F. Mas’udi, Masdar.Agama danHak Rakyat.Jakarta: GunaAksara, 1993.75
76
Hadi, Sutrisno.MetodologiReserch. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
Hakim, M. Luqman.Deklarasi Islam tentang HAM. Surabaya: RisalahGusti, 1993.
Hasby Ash Shiddieqy, T. Muhammad. Islam danHakAsasiManusia.Semarang:PT.
PustakaRizki Putra, 1999.
Kosim, Nanang.“HAM dalamPrespektif Islam (StudiPerbandinganPemikiranantara
Al-Maududidan An-Nai’mdalamMeresponDeklarasi Universal HAM)”.
Skripsi.Yokyakarta: PMH FakultasSyari’ah UIN SunanKalijaga, 2002
Kurniati.HakAsasiManusiadalamPerspektifHukumPidana Islam.Cet.1; Makassar:
Alauddin Press, 2011.
Kurniati.Ham dalamPerspektifSyari’ahdanDeklarasi PBB.Cet.1; Makassar: Alauddin
Press, 2002.
Lopa, Baharuddin.Al-Qur’an danHak-HakAsasiManusia. Yogyakarta: PT. Dana
Bakti Prima yasa, 1996.
Mahfud MD, Moh. HukumdanPilar-PilarDemokrasi.Cet, I; Yogyakarta: Gama
Media, 1999.
Mahfud MD, Moh. AmandemenKonstitusimenujuReformasi Tata Negara.Cet. I;
Yogyakarta: UII Press, 1999.
Mahmasani, Subhi.KonsepDasarHak-HakAsasiManusia;
StudiPerbandingandalamSyariat Islam danPerundang-undangan
Modern.Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993.
Manan,Bagir,dkk.PerkembanganPemikirandanPengaturanHakAsasiManusia di
Indonesia.Bandung: YayasanHakAsasiManusia,
DemokrasidanSupremasiHukum, 2001.
Maufur, Mustolah. WawasanSistemPolitik Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
Naning, Ramdlon.Cita&Citta HAM di Indonesia. Cet. I; Jakarta:
LembagaKriminologiUniversitas Indonesia, 1983.
Nasution, HarundanBakhtiarEfendy.HakAsasiManusiaDalam Islam.Jakarta:
PustakaFirdaus, 1987.
Nazmi,Didi. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya, 1992.
Prinst, Darwan. SosialisasidanDiseminasiPenegakanHakAsasiManusia (Bandung:
Citra AdityaBakti, 2001), h. 23.
77
Putra, Dalizar.HAM Menurut Al-Qur’an. Jakarta: Al-HusnaZikra, 1995.
Rehman, Javaid. International Human Rights Law.Great Britain: Pearson Education
Limited, 2003.
Rosyada, Dede,dkk.Demokrasi, HAM danMasyarakatMadani. Jakarta: Tim ICCE
UIN SyarifHidayatullahdanPrenada Media, 2003.
Sudarto.MetodePenelitianFilsafat. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997.
Sudjana, Eggi. HAM DalamPerspektif Islam. Jakarta: NuansaMadani, 2002.
S,Al-Hakim, dkk.PendidikanKewarganegaraan: DalamKonteks Indonesia. Malang:
UniversitasNegeri Malang, 2012.
Republik Indonesia, Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999
Republik Indonesia, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor5 Tahun 1960 tentangPokok-
PokokAgraria
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Permohonan Judul Skripsi
Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Draft/Skripsi
Lampiran 3 : Undangan Seminar Draft Skripsi
Lampiran 4 : Pengesahan Draft Skripsi
Lampiran 5 : Daftar Nilai Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif
Lampiran 6 : Surat Keputusan Dekan Tentang Panitia Dan Penguji Ujian
Munaqasyah/Skripsi
Lampiran 7 : Undangan Munaqasyah
RIWAYAT HIDUP
WHISNU HAIBIR. Lahir di Pompanua,
Kec. Ajangngale, Kab. Bone, Sulawesi
Selatan, 09 Agustus 1991. Anak pertama
dari dua bersaudara Bapak Muhammad,
ibu St. Rabiah dan adik St. Hardiyanti.
Menempuh jenjang pendidikan mulai
taman kanak-kanak pertiwi unit Kec.
Ajangale Kab. Bone (1995-1997), SD
Inpres 6/75 Pompanua (1997-2003),
Madrasah Tsanawiyah Negeri MTsN 399
Pompanua (2003-2006), Madrasah
Aliyah As’adiyah Putra Macanang
(2007-2010), kemudian melanjutkan
pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Jurusan Ilmu Hukum (2010-
2015). Pada jenjang tersebut di samping aktifitas kuliah juga aktif di beberapa
organisasi intra maupu ekstra yakni, sebagai pengurus Badan Eksekutif
Mahasiswa BEM Fakultas Syari’ah dan Hukum 2012-2013, Kesatuan Pelajar
Mahasiswa Indonesia KEPMI BONE Komisariat La Tenri Ruwa dan sempat
menjadi wakil sekretasis jendral 2012-2013, Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia PMII komisariat UIN Alauddin Makassar Cab. Makassar dan sempat
menjadi ketua 1 2013-2014, dan Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni
As’adiyah FKMA As’adiyah pusat Makassar dan sempat menjadi ketua umum
2013-2014.
